SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa kegiatan yang bersumber dana khusus Tahun Anggaran

2026 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau
petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. bahwa dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari

raya dan gaji ketiga belas bagi guru aparatur sipil negara di
daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372
Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum
Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur
Sipil Negara di Daerah pada Diktum Kedelapan menyebutkan
bahwa “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat
menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran
komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru
aparatur sipil negara daerah kepada masing-masing guru
aparatur sipil negara daerah pada tahun anggaran 2025,
pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan
merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya”;

bahwa berdasarkan surat dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Probolinggo Nomor : 300.2.1/27/425.210/2026
tanggal 28 Januari 2026 perihal Permohonan Penambahan

Anggaran Kegiatan “Gotku Resik” melalui Anggaran Belanja
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Mengingat

1.

Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dilakukan
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Wali Kota;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);



Menetapkan :

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 65) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 77);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Nomor 85);

Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025
Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 64

Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 64) diubah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 5

i dengan aslinya

KEPAI/A BA KUM,

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 1984053 20100\ 1011




